Perkembangan internasional di bidang kemanusiaan setelah Perang Duma"' BN
I diwarnai dengan lahirnya persetujuan-persetujuan internasional’ yang -
mengatur masalah hak-hak asasi manusia. Internasionalisasi masalah hak-hak
asasi manusia” melahi . persetu;uan—persetujuan internasional ini menggeser'
pert mbangan yurisdiksi ‘domestik vang sering dlgunakan oleh "beberapa“ ;
negara sebagai senjata untuk ‘mencegal agar'negara lain tidak mencampun?". J.
urusan hak-hak asasi negaranya. Dalam hubungan ini perlu dicatat juga per-
nyataan Carter di muka PBB pada tahun 1977, yaxtu ”Negara—negara anggota
PBEE t1dak dapat menuntut perlakuan sewenanef-wenang terhadap warganya’ 4

sebagax umsan daiam negermya.”1

Sementara xtu PBB sebagal orgamsasa mternasmnal .yang benanggung;\
jawab terhadap penyelesaian masalah-masalah internasional, juga tidak dapat -
begitu saja. mengabaikan masalah hak-hak asasi manusia. -Oleh sebab itu - di
dalam Piagamnya, PBB mempunyai komitmen untuk memajukan dan meng-
hormati hak-hak asasi.nanusia secara universal tanpa membedakan warng.. |
kulit, jenis kelamin, bahasa maupun agama. Selain itu, negara-negara anggota
PEB secara individu terikat . wntuk mengambil tindakan secara sendiri-sendiri
maupun bersama-sama dan bekerjasama dengan PBB untuk mencapai tujuan.
tadi,2. Sesuaj . dengan komitmen ini Majelis Umum PBB pada tanggal 10..
Desember 1948 menerima Deklara51 Universal Hak-hak Asasi Manusia yang..
mencantumkan hak-hak. dasar dan kebebasan fundamental manuma.?’-

"Staf CSIS.;

1R{Bbert G Johansen, “Human Rights in the 1980s: Revolutionary Growth or Unammpated :
Erosion?"" World Politics, Vol. 35, No. 2 (Januari 1933), hal. 201, :

zPembakaan Piagam PBE, pasal 1, 13 (Ib), 55¢, 62 {2) dan 68 Piagam PBS8 dalam Ian Brownhe o
Basic Documnents in Internationad Low (London Oxford University Press, 1972), hal. 4-31.
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N TERNASIONAT HAK HAK ASSSTMANUSIAT™

- --nanen_al Conventwn on; the Ehmmatmn of All: Forms of*Racial Dzscrammanon SN
{1966} (15} Amerlcan Convent;on o Human Rights (1969), dan {16y Fmal_-‘-
- Act of-Helsinki (1975).1: .

Dari sejumlah dokumen hak-)

-hak_:_ asam yang dnenma t;ga cE‘ ntaranya

ang. i cakup ber ga ga"'_'
' kehxdupan tetapx juga. dzanggap sebagai komxtmen moral .dan polmk yang
'-..diharapkan ISz mengurang; ketegangan hubungan pohtik Ket;ga dokumen :

(2) ko enan mternasmnai mengenax ha_ hak polmk dan 31
: }-akta F}nal Helsink :
__1dak pentmg Dll:hat secara keseinruhan dokum_ 1
_dokumen mternasxonai itu, sesungguhnya merupakan langkah penting masya-
Takat mtemasxonal dalam dasawarsa terakhir untuk. memh&nmk sistemn intes

i dungan hak—ha asasi manusm b e

dan’ hak»hak 51p11 d pohuk adalah hasz.l»has;! terpentmg yang di
oieh PBEB dl_b]dang kemzinusxaan dan merupakan kodifikasi hak-hak as
manusm ¥y ng mempunyai kekuatan mengzkat mternasmnai Sampax tahun
1972 baru deiépan negar yang merauﬁkasa Kedua kovenan mtemasxonal 1m--
dan jumiah initidak cukup untuk memberlakukan kedua kovenan itu secara
efektif. Yang diperlukan adalah ratifikasi 35 negara atau lebih. Salah satn
alas mengapa jumlah negara yang mau meratifikasi kovenan saat ity sedikit - -
adalah bahwa waiaupun negara-negara anggota PBB bersedza menenma for-
mul omproml akomodam sistem poht:k dan sosao~ekonom1 yang. berbeda
mereka‘enggan untuk menyesualkan sistem domesilk mereka dengan hak- hak

1 f{:antum daiam kovenan Keengganan m: Jjuga timbul sebagai akabat
3emahnya prosedur pengawasan internasional.? Masyarakai mternasmnal
mulai menyadan arti penting rankaas; kedua kovenan itu pada, pgrtengahan
tahun 1970-an ketika sekitar 27 negara Iainnya mengambﬂ keputusan untu}i
me_r ik i1 kedua dokumen itu. Dengan demikian kedua kovenan 1nterna~
smnal itu mulau berlaku secara efektif sejak tahun 1977 :

Segiiai’ dengan statusnya sebaga; bagian dari Tnternational Bill of R}ghts
kedua' kovenan itu bukan’ saja dianggap mencerminkan’ sohdantas kemanu-

"Brownlie, Basic Documents,

Cu2 e Gross, **The Development of Intemauonal Law Through the United Natlons,” datam
The United Nations Past, Present and Future, ed:-James Barros (New York: The Free Press,
_1972), hal. 185.

3Kerang§<a International Bill of Rights ini pertama kali diusulkan oleh Presiden Traman pada

ssdang penutupan Konperensi PR mengenal Organisasi Imernasxona] di San Francmce dan
tarAdir] Aort Tiallmenct § Tmivrmrenl ETmle A cmed Bl 0 8 .o e







"-r_i_a#ﬁ_ﬁSi.a;fdan *mei_‘aguk_an_:D_f_:_l_{_la:a's'i Universal::;l—_i_aki A‘sasi_-:'Manusia.-.'Negaﬁ_” i
' 1 Non-Blok -dan berkembang lainnya: tidak ‘dapatmenerima tuduhan: .
-Mereka berpendapat bahwa mereka ‘menerima nilai-nilai penting. .

kumen hak “asasi-manusia ‘tetapi tidakcukup ‘puas hanya-dengan
nilai-nilaiitu. Oleli sebab itumereka berusahamenjabarkan nilai-nilai itulebih’
lanjut sesuaidengan kebutithan masyarakat internasional yang lebih luas; dan.
:;h:a_silnya__:':}-ad?lah sseperti - tercantum ‘dalam - Resolusi: Majelis ‘¥Jmum. PE
NG AZAIB0MLE o i o TN s il et 0 B b

* Semeniara itu, negara-negara Blok Timur {Uni Soviet) mengambil,sikap
.. yang lebih ekstrem. Mereka mengesampingkan "’hak-hak asasi .manusia_ in
dividu?’ dan sebaliknya menekankan kebebasan dan 2?hak-hak'asasi kolektif; > : -
Mereka jnga-berusaha mengalihkan kegiatan-kegiatan PBE ke‘arah penye-
lesaian ‘pelanggaran hak asasi secara massal-kbususnya ‘sebagai: akibat:pé-. . .
laksanaan kebijakan rasisme, kolonialisme dan imperialisme.? Tetapi kendati
pendekatan-blok terhadap :masalah hak ‘asasi manusia‘itu, kedua kovenan
yang disebutkan di atas diterima dan diratifikasi oleh negara-negara sosialis:
maupun kapiiaiis.3 :

- Masalah hak asasi manusia di Eropa dipersoalkan secara serius pada tahin
1940-an sebagai tanggapan terhadap pelanggaran hak asasi manusia dalam
masa setelah Perang Dunia 11 Aksi Hitler merupakan faktor menentukan ke-. -
giatan intérnasional hak asasi manusia di kawasan-itu. Perhatian masyarakat -
Eropa terhadap hak asasi manusia semakin kuat ketika mereka sepakat untuk '
membentuk Dewan Eropa tahun 1948 dan menentukan penghargaan terhadap
hak asasi.manusia sebagai syarat utama keanggotaan Dewan. Sejalan dengan
usaha-usaha untuk menghormati dan - menjunjung tinggi martabat manusia
ini masyarakat Fropa juga membentuk jaminan internasionat hak asasi ma-
nusia dalam bentuk konvensi perlindungan hak asasi dan kebebasan fun-
damental. Konvensi ini kemudian dikenal dengan nama Konvensi Eropa 1950.
Dalam rangka pelaksanaannya dibentuk Komisi dan Pengadilan Hak Asasi
Eroba. : - - o . . . : L

- Masalah-hak asasi manusia kembali menjadi perhatian masyarakat Eropa
dalam Konperensi mengenai Keamanan dan Kerja Sama Eropa di Helsinki
tahun 1975, Negara-negara Eropa termasuk negara netral di kawasan itu men-
capai kata sepakat mengenai mekanisme untuk memelihara keamanan dan

‘D.-Marinic, “"The United Nations and the Protection and Advancement of Human Rights;*
Review of International Affairs, No. 721 (1980), hal. 110, --

21hid.

©+ 3ashjorn Bide, * Human Rights and Non-Intervention in the All-European System,” Bulletin af
Fogre Pronocal  Yal 0 Rls 2 £107979% hel Srmy o - - e o 3 o




D hat dan perspaktlf 1Eu persoalan hak ‘asasi manusia daIam konteks Eropa
- lebihibanyak dilihat sebagai-bagian dari proses-detente antara Timur dan Barat
‘yangrbergantung tidak hanya pada bubungan antar negara dan‘sikapiyan@
:diambilnya tetapi juga-pada pengakuan dan implementasi internasional hak
‘asasi ‘manusia. Kedua unsurdtu: sejauh‘ini dianggap sebagai salah satursyarat
untuk-meningkatkan dan mempertahankan hubungan: dan kerja sama tzmbal-
-:bahk -aniara:negara-negara di-kawasan Eropa. :

Dari apa yang dipaparkan di atas dapat dikatakan bahwa aplikasi kebijakan
internasional hak asasi manusia secara-memuaskan bukan saja sangatiber-
_gantung pada persamaan persepsi negara-negara di dunia mengenai kongepsi
hak-asasi manusia dan kebebasan fundamental tetapi-juga befgantung pada
_keseiarasan antara-kebijakan nasional-dan kebijakan internasional hak asasi
. manusia. Dilihat dari perspektif ini kebijakan:hak asasi manusia tidak: boleh
\ dz]aksanakan -atas dasar.pertimbangan ideologi, tetapl secara-pragmatisidemi
kehidupan kemanusiaan -yang-lebih’ baik. Hal itu bisa dilakukan daiam e
rangka hubungan bilateral. maupun orgamsasrorgamsasx mult:latera]

ASPEK~ASPEK IMPLEMENTASI

Fengalaman seiama tlga dasawawa terakhxr menunjukkan bahwa PBB
merupakan forum internasional utama untuk menangani masalah hak asasi
manusia. Hal ini antara.lain {erlihat dari diterimanya sekitar.20 dokumen in-
ternasional dalam kerangka PBRB!di bidang hak asasi manusia. D antara
dokumen-dokumen itu dua kovenan iniernasional 1966sejauh ini merupakan
dokumen hak asasi manusia yang paling banyak mendapat sorotan bukan saja
karena mencakup hak-hak dalam berbagai segi kehidupan manusia tetapi
juga merupakan dasar proteksi mternamonai hak asasi manusia secara kese—
luruhan. : - :

Pada tahun 1969, Manouchehr Ganji, rapporteur khusus vang.ditunjuk
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nusiazdan .proses.pembangunan, menyiapkan suatu studi.’ mengenm masaiah_.
realisasi:hak-hak:ekonomi; ‘s6sial dan kebudayaan-dalam: kaitannya dengan
masalah—masalah negara sedang ber}cemhang Laporan Ganjiini’ mempcrtlmez- :
--bangkan reahsas: ‘hak-hak:ite: ch negara-negara: kurang: berkembang; Biok

Soviet:dan negara=negara anggota OECD: Intilaporannya adalah hasil suatn

-penehtm secara:mendalam mengenai kondisi-kondisi ekonomi:; -demografi-
dan kesehatan di Dunia Ketiga yang pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari:

masalah hak asasi. Bagian penting dari laporan itu adalah kesimpulan dan.re-

“komendasi’ yang ‘mengaitkan’ zmplememam hak asasi‘manusia’ dengan p
pembangunan dan masalah-masalah negara sedang berkembang ;

“iSelaimitu aporan Ganjl:..juga menghidupkan kembah tuntutan Blok Savaet -

dan Dunia Ketxga bukanisaia terhadap prioritas strategi hak ékonomi dap’ sosnai
tetapi: 3uga ‘terhadap prioritas strategt hubungan antara realisasi hak “agasi
manisi
realasas;’ ‘hak-hak ekonotni ‘dan sosial lebih dahuli daripada: hak-hak sxpxI dan
politik, :

““Masalah hak mana vang'diangzap sebagai prioritas, apakah hak ekonomi,
5051a1 dan: kebudayaan atau-hak sipil dan politik; 'mulai dipersoalkan secara,
serius’padaakhir tahun 1960-an: Masalah ini kiranya bisa dikaji secara Iebih

‘dan’ tingkat’ pembangunan suaiu’ negara’ dan kebutuhan: untuk‘me— )

dalam dari'sudut arti kewajrban yang dxtentukan oleh masmg-masmg kovenan i
mternasxonal xtu BTN ; .

»*PasaI 2 {2) kover:an hak hak sszl dan poimk menentukan bahwa:

’Masm masmg negara pf:serta kovenan ini berjan;: untuk menghormat: dan memben

" minan Kepada semiua individy yang berada di dalam wilayah dan’ yunsdlksmya hzk-hak yaug
yang digkui dalam kovenan ini dan entuk mengambil langkah-langkah Ecg]slatif atau iamnya
yang dzperlukan untuk mereahsas; hak-hak vang dlakut dalam kovenan ini.”’

Sememara Iti] dalam ketentuan yang para!el kovenan hakmhak ekonoml sosml
dan kebudayaan dalam pasal 2-nya j Juga menekankan bahwa:

o “Ma.smg—masmg negara peserta kovenan ini iaer;anjt untuk mengambﬂ langkah Eangkah bmk
secara individu maupunmelalui bantuan dan kerja sama internasional, khususnya ekonoiri
«oz:dan teknik, dengan menggunakan sumber-sumber dayanya vang ada semaksimum mungkin
wpoflemi semakin tercapainya realisasi secara penuh hak-hak . yang diakui dalam kovenan. i in,
- _dengan scgala cara yang semestmya ” .

':_ Apa vang dilihat sebagal suatu kewajiban menurut ketentuan yang terakh:r

vinj adalah usaha mencapai realisasi hak-hak yang iercanmm dalam kovenan ini
(kovenan hak ekonorm sosxal dan kebudayaan). Dilihat dari segi ini dan dan.

Hiengenai laporar Ganiji lebih fanjut lihan Donnely, ""Recent Trends,’” hal, 537-638
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CFAK S ESTIENTSA

'Kalau PBB mau mengxmplementamkan ketentuan-ketentuan mternasxonal_.'_;._'
hak-hak asasi manusia secara efekt;f maka pﬂman intervensi adalah yang ter~ [

*\g_baxk untuknya :

'PEN_U;TUP_

Masalah hak asasi manusra se;ak lama merupakan topik yang seiaiu dlper-
-debatkan dan tercantum dalam agenda-agenda internasional, Inti perdebatan
mternas;ona! mengenal masalah itn selain mencari mekanisme untuk Men- ... . .

' 'jamm hak-hak asasi manusia dan mencegah pelanggaran terhadapnya j Juga
menanamkan pada masyarakat internasional arti penting penghargaan fer-
hadap hak-hak asasi manusia baik bagi kehidupan negara maupun hubungan '
antara negara. Tekad keras untuk mencapai tujuan ini terbukti dengan diben-
tuknya -organisasi PBR. pada tahun 1945 dan mencantumkan prms:p_peng-
‘hargaan terhadap hak-hak ‘agasi manus:a dx daiam ?mgamnya sebaga alah .

"'satu tujuan utamanya

sember 1948 menerima Dekiarasx Umversal:l'—iak hak Asam Manuma Walaupun
udak mempunya1 kekuatan menglkat secara hukum, Deklara51 Umvers i

Dek]aras: "Universal ity Juga “diakui sebagal dasar iahlrnya persetujuan-
persetujuan internasional hak- -hak asasi lainnya. Usaha untuk memajukan hak-
'_hak asasu manusaa meIalu: persetu;uan-persetu}uan mtemasxonal ltu terutama

glan blok d1 duma tetapz ]uga untuk mencapm demokratisam hubungan ;nt'
nasmnal dan menmptakan kondlsl-kondlsl dalam skala nasional dan mtema—
smnai sedemakxan rupa sehmgga blsa menjaman pengharﬁaan dan perh -
dungan terhadap hak—hak mdivzdu dan bangsa






